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Abstrak
Perjanjian yang dilakukan oleh pihak developer dengan pihak bank serta pihak konsumen dalam proyek jual beli rumah di perumahan Riyanda Residence merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi perjanjian jual beli kredit kepemilikan rumah yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan memahami hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli hingga mengetahui hak dan kewajiban konsumen, perbankan, dan developer dalam perjanjial jual beli rumah melalui fasilitas kredit kepemilikan rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perjanjian jual beli melalui pembiayaan bank berdasarkan UU Perjanjian jual beli, UU Pembiayaan, dan kesepakatan para pihak serta hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pihak konsumen dan pihak bank secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
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Abstract

The agreement made by the developer with the bank and the consumer in the house buying and selling project at the Riyanda Residence housing complex is a mutually beneficial relationship. The aim of the research is to analyze the implementation of the home ownership credit sale and purchase agreement contained in Article 1338 of the Civil Code and understand the obstacles in implementing the sale and purchase agreement to find out the rights and obligations of consumers, banks and developers in home sale and purchase agreements through home ownership credit facilities. The method used in the research is an empirical normative method with data collection techniques through library research and interviews. The results of the research can be concluded that the completion of the sale and purchase agreement through bank financing is based on the Sale and Purchase Agreement Law, the Financing Law, and the agreement of the parties as well as obstacles in implementing the sale and purchase agreement on the part of the consumer and the bank, juridically, sociologically and philosophically.
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PENDAHULUAN

	Perumahan adalah kebutuhan pokok manusia yang kian hari makin meningkat. (Urip, 2017) Namun masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk membeli rumah secara tunai. Untuk itu, pemerintah menyediakan dana pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi melalui bank sebagai kunci untuk membuka pintu akses terhadap kepemilikan rumah bagi masyarakat. Hal ini sesuai pernyataan yang menyatakan perjanjian jual beli rumah melalui pembiayaan bank bukan hanya menciptakan hubungan finansial anatara pihak yang terlibat tetapi mempermudah legalitas dalam proses pemberkasan untuk mencapai keberhasilan dalam pembelian property dengan dukungan pembelian unit rumah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. 
Peran perbankan dalam menyediakan dana pembaiayaan memiliki dampak positif signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penyediaan kredit kepemilikan rumah oleh Lembaga keuangan berperan sebagai pintu akses terhadap property bagi masyarakat.
Perjanjian kredit kepemilikan rumah tidak hanya mengatur aspek finansial dari transaksi perumahan tetapi juga berperan sebagai instrument hukum yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keseimbangan yang bagi antara kejelasan ketentuan hukum, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan finansial adalah jendela untuk menciptakan perjanjian KPR yang efektif dan adil (Johnson et.al., 2023). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan perjanjian jual beli rumah melalui pembiayaan bank bukan hanya menciptakan hubungan finansial antara pihak yang terlibat tapi melibatkan perlindungan konsumen, ketentuan hukum dan kelancaran proses transaksi untuk mencapai keberhasilan dalam pembelian property dengan dukungan pembiayaan bank (Smith et.al., 2022).
Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi perjanjian jual beli kredit kepemilikan rumah antara konsumen dan developer dalam melibatkan bank yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan memahami hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang terjadi hingga dapat mengetahui hak dan kewajiban konsumen, perbankan dan developer dalam perjanjian jual beli kepemilikan rumah. Dengan demikian Peneliti akan memastikan manganalisis data untuk mendapatkan informasi yang tepat, efesien dan efektif untuk dapat dipegunakan dalam pengembalian keputusan tepat pada pelaksanaan perjanjian jual beli. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam penjelasan dalam hal kebebasan berkontrak yang tercantum pada judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Pembiayaan Bank Pada Proyek Perumahan Riyanda Residence”.

METODE
	Penelitian ini menggunakan metode normative empiris yaitu menganalisis data pada objek penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data serta wawancara. Penelitian ini dilakukan di PT Dharmaputra Jaya Bersama pada bidang property dengan kantor pemasaran berlokasi di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Srimulya Blok H Nomor 17. Ruang lingkup penelitian ini untuk memahami hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian jual beli rumah melalui fasilitas kredit bank. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Tohir, 2022). Teknik pengumpulan data seperti riset lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menganalisis dan mengolah data untuk mendapatkan korelasi yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perumahan Melalui Pembiayaan Bank Pada Proyek Riyanda Residence	
Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (banking law) yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
Berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara pihak Bank yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0284522 tanggal 29 Mei 2019 sebagai penyediaan fasilitas KPR subsidi disebut “PIHAK PERTAMA” dan pemilik proyek perumahan Riyanda Residence PT Dharmaputra Jaya Bersama akta Nomor 04 Tanggal 15 agustus 2018 pengesahaan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0038925.AH.0101 Tahun 2018 disebut “PIHAK KEDUA”.
Terkait dalam perihal Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) terhadap surat permohonan yang diajukan konsumen untuk kepemilikan rumah KPR Subsidi, dalam hal ini pihak bank menyetujui permohonan tersebut dengan diberikan pada konsumen satu unit rumah di proyek pembangunan Perumahan Riyanda Residence yang isinya ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan peraturan bank yang telah ditetapkan seperti jangka waktu, suku bunga, biaya administrasi dan denda.
Dengan adanya perjanjian para pihak-pihak diatas maka ditentukan bentuk kontraknya dalam arti bebas untuk mengadakan perjanjian yang ditentukan oleh pihak-pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Bank mengirimkan surat peringatan terhadap debitur sebagai pembeli perumahan Riyanda Residence untuk keterlambatan pembayaran kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian awal surat peringatan kepada debitur yang menunggak pembayaran kredit KPR melalui 3 tahap. Akan diberikan surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga.
Bank juga menyediakan produk-produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Simpanan dapat ditarik nasabah setiap saat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan nasabah tersebut, sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu, sehingga apabila terjadi krisis kepercayaan, maka dapat terjadi bank tersebut kekurangan dana. 
Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank. Oleh karena itu harus adanya perlindungan nasabah sangat berpengaruh bagi pihak developer dengan demikian menjadi tantangan bagi developer untuk menyelesaikan sengketa jual beli yang terjadi antara konsumen dengan bank sehingga pihak developer mengambil alih pembayaran cicilan kredit dengan perjanjian pada konsumen dalam hal penggantian dana talangan tersebut yang disebut hutang piutang, apabila terjadi wanprestasi maka pihak konsumen harus menerima akibat hukum yakni diambil alih lagi unit rumah yang dibeli untuk diserahkan ke pihak developer kembali dengan perjanjian surat kuasa menjual.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pihak Konsumen Dan Pihak Bank
Persyaratan Administrasi dan Legalitas Dokumen banyak dokumen yang harus dipenuhi oleh konsumen, seperti identitas diri, slip gaji, surat pernyataan, dan lain-lain sebagai persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan aturan pihak bank. Hambatan yang terjadi secara yuridis seperti:
a. Konsumen tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang ketat atau jika ada ketidakcocokan dalam dokumen seperti kartu identitas tidak mendukung proses pengajuan karena telah di-blacklist adanya permasalahan keuangan lainnya.
b. Peraturan yang ditentukan oleh pihak bank berlaku secara sepihak sehingga konsumen ataupun nasabah harus patuh pada peraturan yang diberlakukan oleh pihak bank, perjanjian sepihak seperti peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank contohnya adanya kenaikan suku bunga yang ditentukan pihak bank itu sendiri sehingga konsumen tidak bisa mengajukan keringanan bunga apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan.
c. Adanya aturan dan regulasi perbankan yang terus berubah juga bisa membingungkan konsumen sehingga konsumen tidak bisa protes akan peraturan yang ditetapkan bank karena telah menandatangani persetujuan di awal.
Banyak konsumen yang kurang memahami produk perbankan, termasuk mekanisme pembiayaan dan kredit. Kemampuan keuangan yang rendah dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk membuat keputusan finansial yang tepat. Adapun hambatan yang terjadi secara sosiologis seperti:
a. Ketidakpercayaan terhadap bank bisa berasal dari pengalaman buruk masa lalu, berita tentang skandal perbankan, atau persepsi negatif tentang biaya dan suku bunga tinggi, contohnya pada produk perbankan ditentukan peraturan penambahan bunga serta adanya biaya denda yang harus dibayar dengan perhitungan yang ditentukan oleh bank itu sendiri. 
b. Banyak konsumen yang kurang memahami proses jual beli rumah, termasuk prosedur kredit perumahan dari bank. Ketidaktahuan ini dapat menghambat mereka dalam mengambil keputusan yang tepat.
c. Informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap dari pihak bank atau agen properti juga dapat menjadi penghalang, untuk pembuatan daftar nasabah dengan cetak buku tabungan tetapi terkendala dana.
Hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli secara filosofis dilihat dari masyarakat tidak memahami bahwa dengan adanya KPR Subsidi dari pemerintah dapat membantu mempermudah memiliki tempat tinggal atau rumah dengan cara kredit bertahap. Subsidi pemerintah sebenarnya membantu dalam pembiayaan administrasi yang harus diselesaikan di bank untuk kepemilikan satu unit rumah. Selain kepemilikan atas hak rumah manfaat dengan adanya KPR Subsidi ini menjamin keamanan atas legalitas surat-surat yang sah yang ditegaskan oleh pihak bank terhadap pihak developer seperti pengurusan-pengurusan legalitas surat:
a. Sertifikat Hak Milik (SHM).
b. Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
c. Tersedianya fasilitas umum yang disediakan oleh pihak developer yakni adanya perluasan jalan, adanya fasilitas jaringan listrik baru dan fasilitas jaringan air minum bersih.

SIMPULAN DAN SARAN
	Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka kesimpulan yang didapat adalah pengaturan penyelesaian sengketa perjanjian jual beli perumahan melalui bank pada proyek Riyanda Residence berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, UU Pembiayaan dan perjanjian para pihak yaitu melalui peringatan bank, penyelesaian melalui pihak developer serta penyelesaian dengan pihak konsumen dengan mediasi. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli oleh pihak konsumen terhadap pihak bank adalah secara yuridis bahwa peraturan harus dipatuhi secara sepihak, secara sosiologis bahwa konsumen tidak memahami aturan pembiayaan, dan secara filosofis bahwa konsumen tidak memahami adanya manfaat pembiayaan untuk mempermudah mendapat rumah.
	Saran yang dapat Peneliti berikan adalah agar peraturan pembiayaan harus memihak ke masyarakat atau konsumen serta agar pemerintah memberikan sosialisasi pada masyarakat menyenai aturan-aturan pembiayaan KPR Subsidi.
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